
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA MADIUN UNTUK 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 

2024 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 421 TAHUN 2024 

 

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketententuan pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82  Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa Petugas 

Ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 

  bahwa telah dilakukan pengusulan kebutuhan Petugas Ketertiban oleh PPS kepada KPU 

Kota Madiun dan telah dilajukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Madiun mengenai 

kebutuhan Petugas Ketertiban dan telah memperoleh persetujuan kebutuhan Petugas 

Ketertiban dari Pemerintah Kota Madiun; 

  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Madiun tentang Penetapan Petugas 

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Se-Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 

Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;  

 

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 421 Tahun 2024 diatur tentang: 

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Penetapan 

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Se-Kota Madiun Untuk Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 

 

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2024; 

- Lampiran 1 halaman. 

 

  


